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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN KARANGASEM 

 

NOMOR 03 /DINSOS/2023 

 

  TENTANG 

 

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN KARANGASEM  

 

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di 

lingkungan   Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Kabupaten Karangasem perlu  dipersiapkan pengelola layanan 

informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial,  PPPA, PPKB 

Kabupaten Karangasem;  

 

 

 

 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dipandang perlu menetapkan pengelola layanan informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Karangaserm melalui Keputusan Dinas Sosial , 

PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem. 
 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 1655); 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 

4846); 

 

 

 

 

 

 

 3. 

 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 
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  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

 

  7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Karangasem  

 

  8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/HK/2019 tentang 

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Karangasem; 

 

 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

 

KEDUA 

 

 

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem meliputi;  

1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan 

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;  

4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;  

5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 

6. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi  

 

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud 

diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Tim Pertimbangan : 

a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;  

b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk 

informasi yang dikecualikan; dan 

c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum 

diatur dalam Peraturan ini. 

 

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : 

a. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya; 

b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan 

dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas 

dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; 

c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data 

lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Karangasem 

d. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan 

informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. 
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN KARANGAASEM 

NOMOR  03 /DINSOS/2023 

TENTANG 

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS 

SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA  KABUPATEN 

KARANGASEM  

 

 

Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi 
 di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Karangasem,  

  

1. Atasan PPID : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Karangasem 

   

2. PPID 

 

: Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Karangasem 

 

3. Bidang Pengelolaan 

Data dan Klasifikasi 

Informasi 

 

: 

1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan 

Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem. 

2. PJF Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial 

pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana  
   

4. Bidang Pelayanan 

Informasi dan 
Dokumentasi 

 

: 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana 

Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 

2. Kepala UPT PPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Karangasem  

3. PJF Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana 

pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem  

4. Kepala Sub Bagian TU UPT PPA pada Dinas Sosial, 

PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem 
 

 

5. Bidang Fasilitasi 

Sengketa Informasi 

 

: 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Karangasem 

2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB pada 
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 
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